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Abstrak Hrhtm xing dipanilang se atu yang

rumit, *kaligus menjatli suatu bayangan ymg

" angker" terutanu lotikt seseorang ili pengadilan.

Agar berurusan dengan hukum mmjaili suatu

mengasil*on, dm dapt dijalankan oleh penganutnya

(masyarakat) ilmgan patuh dan taat maka perlu

ailanya peningl<atan l<esadaran masyarakat untuk

menuhthi lrulotm dergm cara yang latmanis ilan

populis. Cita huhtm yang eftktif dapat terlaksana

apabila @ungsinya sanksi hukum, penegakan huhm
secara profesional ilmgan pinsip "equal justisce uniler

law" .

Kata kunci: Hukum, Kesadaran, dan Kepatuhan

PENDAHULUAN

Hukum sering kali dipandang sebagai suatu gejala sosial
yang sangat rumit, pandangan semacam ini bermunculan
dari orang awam akan hukum. Demikian iuga orang yang
mengalami pendidikan hukum sering juga mengalani
kesulitan untuk memahami suatu gejala sosial yang
menyeluruh. Ada yang memahami hukum hanya sebatas

kaidah yang sifatnya idealis. Ada juga yang memahami
hukum hanya sebatas hukum positif, bahkan ada yang
memahami hukum sebagai sikap tindakan atau perilaku
yang@ranr (Ajeg\.
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Di da-lam perkembangan ilmu hukum pada umumnya
dan praktek hukum, seringkali timbul masalah yang
menyangkut kebenaran kaidah hukum dan efektivitas
kaidah-kaidah hukum. Perumusan kaidah hukum
merupakan dogrratik hukum, sedangkan efektivitas hukum
merupakan sosiologi hukum.

Pandangan sebagian masyarakat sering didengar

terutarna bagi masyarakat yang kurang memahami hukum
bahkan dari sarjana hukum sendiri, mempertanyakan

bagaimana mewujudkan cita hukum yang dapat dikatakan
efektif. Pertanyaan yang demikian adalah suatu kewajaran

sebab hukum dalam aplikasinya selalu terbentur dengan

Iabel atau alasan substansi hukumnya, struktur hukumnya
dan bahkan kultur hukumnya.

Ada yang beranggapan untuk mewujudkan hukum
yang efektif apabila penegak hukum bertindak secara

profesional, ada juga yang beranggapan bahwa kultur
masyarakat belum siap menyesuaikan perilakunya dengan

kehendak hukum. Bahkan lebih ekstrirn lagi ada yang

beranggapan bahwa dalam keadaan tertentu hukum iustru
menimbulkan keruwetan HaI tersebut suafu kecermatarL

ketelitian dan pemahaman yang heterogen untuk
mmyadarkan masyarakat tentang pentingnya ketaatan

terhadap hukum. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan

cita hukum yang efektif paling tidak dapat diukur
berdasarkan pada ketaatan masyarakat brhadap hukum
tersebut

CITA HTJKUM

Para sosiolog hukum memandang bahwa hukum adalah

salah satu sub sistem dari sub-sub sistem sosial lairuya.
Hukum selalu terpengaruh dengan keadaan sikap, tindak
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dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, untuk
mewujudkan cita hukum yang efektif dapat ditinjau dari
sudut pandang sosiologi hulum. Para sosiolog hukum
mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal
balik.t Selanjutnya, hukum dipandang sebagai fenomena

yang empiris yang silatnya hanya dapat dimengerti jika
hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan
masyarakat.

Menurut Bohannan, sifat yang penting dari fenomena
hukum adalah fakta bahwa aturan dan lembaga-lembaga

hukum mengatur seluruh perilaku sosial dalam masyarakat.2
Untuk mewujudkan cita hukum yang efektif, terdapat dua
kriteria, yaitu sumber sanksi dan pelaksanaan. Ada berapa
faktor yang turut mempengaruhi, antara lain :

1. Peraturanperundang-un&ngan
2. Pelayanan birokrasi
3. Proses peradilan
4. IGgaduhan politik
5. Kegadulnn soeial.s

Hukum selalu didukung oleh suatu kekuasaan yang
berpusat pada badan-badan hrbntu dalam masyarakat r
Dengan demikiarg mewujudkan cita hukum yang efektif
suatu hukum terpulang kembali pada faktor sanksi, perilaku-
perilaku masyarakat dan kemampuan penguasa dalam
penegakan hukum.

I A.hm.d le M.fidz@ Ktjiat F-tttfuis Tcrbadap H&tm,
(V.t epooc: Y.ilif, t98), 1g)

I Socriono Srr*rlulrm., PohobPokoh Sotioloti bsksn, O.L..tz:
Reirwrli Prcer I0l), 65

I Begir Meorn, I0li , Si*a Paadilaa Betibma, (Y%yd.arr.. FH
Ull Prr'a,frOi),72

. Soc.iroo So.&.!to, PobbPoLoL..., 62
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Menurut L. Pospisif hukum merupakan suatu tindakan
yang berfungsi sebagai sarana pengadilan sosial. untuk
membedakan hukum dengan kaidah-kaidah lainnya ada

empat atribut hukum (Attributes of law).

a. Altibutes of Autority, yaitu hukum merupakan
keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa

dalam masyarakat, keputusan-keputusan mdul dituiukan
untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi
dalam masyarakat

b. Attributes of lntention of unioersal aflication, yaitu
keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkauan

yang panjang untuk masa-masa datang.

c. Attributes of Obligation, yaitu keputusan-keputusan

penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak ke

satu pihak kedua dan sebaliknya. Dalam hal ini semua

pihrak harus dalam kaidah hukum.

d. Attributzs of Sanction, yaitu keputusan-keputusan dari
pihak penguasa harus dikuatkan dengan saiksi yang

didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.s

Achmad Ali sepakat dengan atribut hukum yang

dikemukakan oleh L. Pospisil brsebut brutama dengan

ditegaskarurya atribut sanksi ekstemal. Untuk efektifnya
suatu hukum dapat dibntukan dari sistem hukum. Bila

sistem hukum memenuhi ruuur-unsur yang hidup dalam

masyarakat maka akan diErima dan ditaati hukum itu.
lvlenurut Austin, hukum adalah suatu jenis perintah,

disebut perintah maka setiap hukurn yang sesungguhnya

mengalir dari suatu sunber yang pasti. Suatu perintah
merupakan suatu kehendak agar Pihak lain menjalankan

r lbi4 66
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atau membiarkan itu dijalankan.6 Suatu perintah tidak
begifu sala dilaksanakan akan tetapi memerlukan nalar. Nalar

diperlukan untuk menilai tingkah laku dan perbuatan-

perbuatan orang dalam masyarakat.T

Suatu hukum dapat terlaksana dan ditaati apabila
hukum itu dikeluarkan oleh suatu otoritas dan mempunyai
sanksi eksternal serta memuat norma-no[na hukum yang
tidak bertentangan dengan norma hukum yang bersifat
vertikal maupun horizontal, atau dengan kata lain hukum itu
tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dalam
masyarakat.

Suatu hukum tidak efuktif dapat dinilai dari
ketidakpatuhan masyarakat dan elbktifnya sanksi. Ada
anggapan yang kuat bahwa sanksi merupakan dorongan
untuk melakukan kejahatan.o Dengan dernikian sanki tidak
efektii Efektifnya suatu sanksi merupakan masalah emperis.
Oleh karena manusia mempr.rnyai persepsi yang tidak sama

mengenai sankslsanksi tersebut, selain itu manusia juga
mempunyai taraf toleransi yang berbeda brhadap
penderitaan akibat pelanggaran. D samping itu, efektivitas
hukum selain ditentukan oleh sanksi eksternal irg"
dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Sebagaimana
yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor
yang mempengaruhi efektifnya suatu hukum salah satunya
adalah penegak hukum nnsyarakale

. Soctiipro B-eherdio,Ilrrr Htkut, (Bzn.dwg: Citrr Adry. B.fai,m),n
r lbi4 3
8 Socriono Scx:kzato, Efektbikai H&tm dza Pcranat Sar,hsi.

(Beaduag: Rcmeia Krrya, 1985), 89.
t Socrioao Srcrc&anto, Faktor{aktor yang Menpcnganbi Pettqaktt

H*hm, g.k^n t R^ia Grrfrdo Perseda" AXI), 5.
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llendahnya ketaatan terhadap norma-norma hukum
yang berlaku mungkin merupakan akibat dari menurunnya
penghargaan terhadap nonna-norna tersebuL Karena

golonfJan panutan tidak memberikan contoh kepafuhan

terhadap norma-norna tersebut sehingga mereka tidak tahu

manfaat untuk memahami kaidah-kaidah tersebut.

Apabila daLam suatu sistem sosial tertentu ketaatan

terhadap kaidah-kaidah didasarkan pada rasa takut
brhadap sanksinya (apabila melanggar norma) maka

penerapan-peneraPan nonrul-nomvl di dalam kehidupan
sehari-hari harus diawasi. Suatu hukum tertulis (Undang-

undang) ddak akan efektif pada satu sisi karena penegak

hukum tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap

undang-undang itu. D sisi lain juga ditentukan oleh faktor
sosialisasi dan komunikasi hukum.

F'ungsi hukum sebagai alat perubahan *sial (a tor,l of
Socid mgeneenng) merupakan proses sosialisasi perundang-

undangan sangat penting agar undang-undang tersebut

knar-hnar efektif berlakunya.to Demikian juga faktor
komunikasi baik alat elektronikl maupun media massa

sangat membenatu terhadap sosialisasi suatu aturan sistem.

Menurut Turner, untuk dapat mewujudkan cita

hukurt yang efektif, apabila hukum itu mempertahankan

kebudayaan yang pokok; hukum mengkoordinasikan

interalsi, menyelesaikan sengketa, mengendalikan

penyimpanan dan mengatur pertikaian-pertikaian yang

te{adi dalam masyarakatll

ro Act,,.nad /lJi, Medelaiali Kojian .-..., .

u soeriono Sockanto, Ieorir& *adi Eufum Dnlam Masyarahat,

Jakarta: Raia*'di Prese, 1985), 67.
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EFEKTIFT\TYA SUATU HUKUM

Hukum memberikan rasa aman tentram dan damai terhadap

seseorang baik individu maupun kelompok. Sebagian atrli

hukum maupun ahli sosiologi memandang efektifnya suatu

hukum terletak pada kemampuan sanksi yang menjerat pada

pihak pelanggar atau pelaku kejahatan, tetapi perlu dicennati
pula bahwa jika sanksi hukum hanya tercantum dalam buku
saja maka tidak ada artinya. Efektifnya suatu sanksi yang
bersifat formal saja hampir tidak ada. Efektifnya justru akan

datang dari kekuatan atau ancaman yang benar-benar

diterapkan apabila suatu ketentuan dilanggar. Dalam
mewujudkan cita hukum yang efektif untuk mencegah

terjadinya kejahata4 tergantung pada persepsi manusia
terhadap resiko yang dideritanya apabila melangar suatu
norma tertenfu.

Efektifnya suatu hukum bukan hanya tergantung pada
sanksi yang bersifat ekstemal tetapi juga tergantung pada
penegak hukum, dalam hal ini moral polisi, jaksa dan
hakim.l2 Karern ketiga lembaga hukum tersebut mempunyai
per.rn.rn yang sangat strategis dalam mengefektifkan suatu
hukum. Oleh karena itu, ketiga lembaga hukum tersebut
harus mempunyai kemampuan intelektual yuridis sosiologis
dan kemampuan intelektual emosional yang religius (nilai
imaniyah). Dengdn kemampuan tersebut penegak hukum
akan menyadari betapa pentingnya pemberlakuan suafu
aturan hukum yang memberikan ketertiban, ketenbaman dan
kedamaian terhadap masyarakat.

Perlu dipahami tidak selamanya rasa ketenkaman dan
kedamaian datang dari faktor ekstemal atau ditentukan oleh

u Sholeh So'an, ZXX, Morul Petqak Habtm Di ldonesia
@engacara, Hakim, Pol*i, taksa) dzlan Patdzagan Islam, @alrdlmg:
fuung nmu, ZX)4), r2a:
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sanksi dan penegak hukum saja akan btapi faktor kultur juga

mempunyai peraftrn yang sangat penting. Faktor kesadaran

dan ketaatan masyarakat akan hukum iuga sangat

mempengaruhi terhadap efektifnya suatu hukum.
Memang kesadaran hukum yang dimiliki warga

masyarakat belum dapat dijadikan sebagai indikator
efektifirya hukum, tetapi rasa kesadaran hukum merupakan

titik awal dari suatu proses yang akan melahirkan perilaku
yang dapat membedakan maru nilai yang baik dan mana

nilai yang buruk.
Adanya kesadaran hukum akan melahirkan sifat

ketaatan terhadap hukum. Mentaati hukum secara totalitas

(interut,limtion) menunjukkan bahwa norma-norma atau

kaidah-kaidah hukum itu sangat tinggi kualitas efektifnya.

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial (social

ngineering) merupalan suatu sarana yang ditujukan untuk
mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah

yang dihadapi dalam bidang ini adalah apabila terjadi

perkembangan hukum yang lemah (sof ilewlopmenl) dimana

hukum- hukum tertentu yang dibentuk dan ditetapkan

ternyata tidak efektif. Gejala semacam ini harus

diidentifikasi" karena hal tersebut merupakan kelemahan

jika hanya tuiuan yang dirumuskan tanpa mempertimbang

kan sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

PENUTUP

Suatu atxran hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum
dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk
mematuhi hukum itu dan mengubah perilaku masyarakal
Cita hukum yang efektif dapat terlaksana apabila
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berfungsinya sanksi hukum, penegalan hukum secara

profesional dengan prinsip " equal justisce unfur law" .
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